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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan 

rahmat – Nya kami dapat menyelesaikan makalah disertasi ini sebagai langkah 

akhir dari rangkaian proses penelitian terapan (applied research) ilmu adminitrasi 

pembangunan negara berbasis pengalaman (experience - based knowledge) guna 

menyusun penulisan karya tulis ilmiah Program Doktor Terapan Politeknik Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Jakarta sebagai 

persyaratan dalam memperoleh gelar Doktor Terapan.  

Melalui penelitian terapan yang mendalam, penulis berharap dapat 

memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan publik yang termasuk dalam 

skala prioritas nasional melalui penciptaan inovasi jenis pelayanan publik kepada 

penderita hipertensi yang modern, terjangkau efektif, efisien dan mudah diakses 

oleh 100% warga negara sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 

kabupaten/ kota menggunakan konsep Pentahelix Collaborative Governance 

Model’s yang berbasis hyperconnected internet digital dan social community 

development. Sebuah inovasi pembangunan yang berlandaskan kepada teori dan 

paradigma baru administrasi publik yaitu The New Public Governanve.  

Penerapan konsep Pentahelix Collaborative Governance Model’s sebagai 

applied theory tersebut, berbasis kepada akar keilmuwan administrasi publik atau 

administrasi pembangunan negara. Implementasi model pembangunan ini 

diterapkan dalam bentuk kerjasama kolaboratif antara sektor academic/ akademisi, 

business/ bisnis, community/ komunitas, government/ pemerintah dan media. 

Kuncinya adalah membangun paradigma baru sistem administrasi publik 

berupa penyediaan alternatif jenis layanan baru kepada para penderita hipertensi 

yang modern, efisien dan efektif serta mudah dijangkau oleh 100% warga 

Kabupaten Banyuwangi, Cianjur, Demak, Jombang dan Rembang sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menggunakan pemanfaatan 

hyperconnected digital internet dan kecenderungan modernitas pembangunan pada 

era revolusi industry 4.0. Disisi lain pola hubungan sosial dalam komunitas 

masyarakat yang modern serta perkembangan politik saat ini juga menjadi variabel 
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penentu dalam penelitian ini.  Harapannya inovasi layanan publik yang tersedia 

dapat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan publik bagi setiap warga negara, serta 

dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan pemerintahan daerah dalam 

mengadministrasikan proses pembangunan negara melalui proses kolaborasi dan 

tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan harmonis antara seluruh unsur 

pemangku kepentingan pentahelix di lingkungan pemerintahan daerah, 

memperkuat modalitas sosial dalam pembangunan kesehatan di kabupaten lokus 

penelitian, mendorong kolateralisasi seluruh pengampu kepentingan untuk 

mengarusutamakan pembangunan yang berwawasan kesehatan menggunakan 

paradigma baru The New Public Governance (new power) melalui pendekatan 

Kerangka Teori Pentahelix Collaborative Governance yang lebih inovatif dan 

solutif. 

Penelitian disertasi ini fokus pada action research pelayanan publik penderita 

hipertensi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di 5 lokus 

kabupaten. Harapan pada akhirnya, 100% warga negara yang menderita hipertensi 

sebagai obyek penerima layanan dasar sekaligus pemilik hak konstitusional yang 

wajib dijamin ketersediaan dan kualitas layanan dasarnya oleh pemerintahan daerah 

sebagaimana mandat yang tercantum dalam Undang – Undang 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan lebih mudah mengakses alternatif 

baru pelayanan publik kesehatan sesuai permasalahan kesehatan yang dialaminya, 

sebagai sebuah governance outcome dari hasil penelitian ini.  

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang setinggi –tingginya 

kepada Prof. Dr, Abdul Aziz Sanapiah, MPA selaku Ketua Tim Promotor, Dr. 

Basseng, M.Ed selaku Ko-Promotor dan Dr. Asropi, SIP, M.S selaku Ko-Promotor 

Tugas Akhir Program Doktor Terapan Politeknik STIA Lembaga Administrasi 

Negara Jakarta. 

Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan 

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal disertasi ini, 

yaitu: 
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1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta. 
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ABSTRAK 

 

Model Pentahelix Collaborative Governance Layanan Hipertensi  

Berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mukti E. Rahadian, A.A. Sanapiah, Basseng, Asropi 

moekti_rahadian@yahoo.co.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Kesehatan adalah kebutuhan layanan dasar yang menjadi urusan wajib negara 

dalam memenuhi hak konstitusional setiap warga negara. Paradigma baru The New 

Public Governance menjamin 100% penduduk mudah mengakses layanan dasar. 

Diatur dalam Undang - Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Pemerintah 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Namun implementasinya 

tidak sejalan sesuai konsep, tujuan dan strategi kebijakan karena masih menerapkan 

paradigma lama New Public Administrative berbasis input, dimonopoli oleh unsur 

pemerintah tanpa tata kelola pentahelix kolaboratif dan menggunakan ukuran 

kinerja administrasi pemerintahan umum. Kesenjangan praktek administrasi publik 

tersebut menyebabkan kegagalan pemerintah kabupaten dalam menjalankan 

mandat menyediakan jenis layanan hipertensi sesuai Standar Pelayanan Minimal 

yang mudah diakses seluruh warga kabupaten. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif non eksperimental dengan pendekatan 

studi kasus, memperhatikan fakta empirik dari hasil pre eliminary study dan urgensi 

permasalahan publik hipertensi sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia. 

Tujuan penelitian adalah menemukan faktor penyebab kegagalan pemerintah 

kabupaten dalam menyediakan kemudahan akses layanan penderita hipertensi 

sesuai SPM bagi 100% warga, memformulasikan kerangka konsep dan struktur 

regulasi sebagai model tata kelola yang mampu menggerakkan kolaborasi 

komponen pentahelix dalam menyediakan jenis layanan hipertensi kepada warga, 

menyusun proses bisnis tata kelola pentahelix kolaboratif dan mengidentifikasi 

peran kepemimpinan fasilitatif dalam mengkolaborasikan seluruh simpul 

pentahelix.  

Model pentahelix collaborative governance terbukti efektif meningkatkan cakupan 

SPM hipertensi kepada warga lokus kabupaten. Regulasi yang efektif terdiri dari 

keputusan bupati tentang pelaksanaan model pentahelix collaborative governance 

layanan hipertensi, penetapan lokus kecamatan dan kontrak sosial antara bupati 

dengan champoin pentahelix. Strategi kolaborasi layanan hipertensi di setiap 

komponen pentahelix kabupaten, kecamatan, desa dan RT/RW, diatur 

menggunakan proses bisnis alur tata kelola dan alur pelaporan penerapan model 

pentahelix collaborative governance. Kepemimpinan fasilitatif dan inovatif yang 

dilakukan oleh champion pentahelix menjadi kunci keberhasilan dalam 

menyediakan jenis layanan hipertensi yang mudah diakses oleh seluruh warga 

kabupaten. 

Kata Kunci: paradigma baru administrasi publik, tata kelola kolaboratif 

pentahelix, standar pelayanan minimal hipertensi 

mailto:moekti_rahadian@yahoo.co.idm
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ABSTRACT 

 

Pentahelix Collaborative Governance Model for Hypertension Services  

Based on District Minimum Services Standard (SPM) 

Mukti Eka Rahadian, A.A. Sanapiah, Basseng, Asropi 

moekti_rahadian@yahoo.co.id 

NIPA School of Administration 

 

Health is basic service need that is a mandatory state affair in fulfilling the 

constitutional rights of every citizen. The new paradigm of The New Public 

Governance guarantees 100% of the population easy access to basic services. 

Regulated in Law 23/2014 concerning Regional Government and Government 

Regulation 2/2018 concerning Minimum Service Standard. However, its 

implementation is not in line with the concept, objectives and strategy of the policy 

because it still applies the old paradigm of the New Public Administrative based on 

input, monopolized by government elements without collaborative pentahelix 

governance and using general government administration performance measures. 

The gap in public administration practices has caused the district government to 

fail in carrying out its mandate to provide types of hypertension services according 

to Minimum Service Standard that are easily accessible to all district residents. The 

study used a non-experimental qualitative method with a case study approach, 

paying attention to empirical facts from the results of the preliminary study and the 

urgency of the public problem of hypertension as the leading cause of death in 

Indonesia. The purpose of this study was to find the factors causing the failure of 

the district government in providing easy access to hypertension services according 

to SPM for 100% of residents, formulating a conceptual framework and regulatory 

structure as a governance model that is able to drive collaboration of pentahelix 

components in providing types of hypertension services to residents, compiling a 

collaborative pentahelix governance business process and identifying the role of 

facilitative leadership in collaborating all pentahelix nodes. 

The pentahelix collaborative governance model has proven effective in increasing 

the coverage of hypertension SPM to residents of the district locus. Effective 

regulations consist of the regent's decision on the implementation of the pentahelix 

collaborative governance model for hypertension services, determining the sub-

district locus and a social contract between the regent and the pentahelix champion. 

The collaboration strategy for hypertension services in each component of the 

district pentahelix, sub-district, village and RT/RW, is regulated using the business 

process of governance flow and reporting flow for the implementation of the 

pentahelix collaborative governance model. The facilitative and innovative 

leadership carried out by the pentahelix champion is the key to success in providing 

types of hypertension services that are easily accessible to all residents of the 

district. 

Keywords: new paradigm of public administration, pentahelix collaborative 

governance, Minimum Service Standard for hypertension 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

ACE-i : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE-i)  

APBD  : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

ARBs : Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs). 

ATP : Anjungan Test PTM 

Binwas : Pembinaan Pengawasan 

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  

  Nasional  

BKSG : Badan Kerja Sama Gereja  

BOK : Bantuan Operasional Kesehatan 

BPD : Badan Permusyawaratan Desa  

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah 

BUMDES : Badan Usaha Milik Desa  

BUMN : Badan Usaha Milik Negara 

CSR : Corporate Social Responsibility 

DAK : Dana Bantuan Operasional  

DKK : Dinas Kesehatan Kabupaten 

DMI : Dewan Masjid Indonesia  

DPMD  : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

FASILKES : Fasilitas pelayanan kesehatan 

FGD  : Focus Grup Discusion 

FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

IAI : Ikatan Apoteker Indonesia  

IBI : Ikatan Bidan Indonesia 

IDI : Ikatan Dokter Indonesia  

IDS : Inovasi Desa Sehat  

KAD : Kerja Sama Antar Daerah 

Kapus : Kepala Puskesmas 



 
 

xv 
 

Kemendagri :  Kementerian Dalam Negri 

Kesbangpol :  Kesatuan Bangsa dan Politik  

KKN :  Kuliah Kerja Nyata  

KOMDAT PUSDATIN   : Komunikasi Data Kesehatan Pusat Data dan Informasi 

KODIM  : Komando Distrik Militer 

KoPiPu : Konseling Pintu ke Pintu 

KMS : Kartu Menuju Sehat  

LAN : Lembaga Administrasi Negara 

LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  

LPPD : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

MoU : Memorandum of Understanding  

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia 

NPM : New Public Management  

NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria  

NU : Nadyatul Ulama 

OMP : Operasi Militer Perang  

Pandu PTM : Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu 

PCR : Polymerase Chain Reaction 

PERBUB : Peraturan Bupati 

PIS – PK : Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga  

PWS : Pemantauan Wilayah Setempat   

PEMDA : Pemerintah Daerah 

PMR : Palang Merah Remaja 

POSBINDU PTM : Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular  

PP : Peraturan Pemerintah 

PPNI : Persatuan Perawat Nasional Indonesia  

PUSKESMAS : Pusat Kesehatan Masyarakat  

PUPR : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

PTM : Penyakit Tidak Menular 

PWS : Pemantauan Wilayah Setempat 
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OPD : Organisasi Pemerintah Daerah 

RISKESDAS : Riset Kesehatan Dasar  

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Renstra SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah   

Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah 

RT/RW : Rukun Tetangga/ Rukun Warga 

RUU : Rancangan Undang – Undang  

SEKDA : Sekretaris Daerah 

SIMPUS : Sistem Informasi Puskesmas  

SIPTM : Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular 

SEKBER : Sekretariat Bersama 

SKP : Sasaran Kinerja Pegawai 

SKPD : Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

SMAN : Sekolah Menengah Atas 

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan  

STIKES : Kesehatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  

SPM : Standar Pelayanan Minimal 

STR : Surat Tanda Registrasi 

SOP : Standar Operasional Prosedur 

Tap MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah   

TNI : Tentara Nasional Indonesia 

TMMD : Tentara Manunggal Membangun Desa  

UKS : Usaha Kesehatan Sekolah 

UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

UUD : Undang – Undang Dasar 

UU : Undang – Undang  

WHO : World Health Organization


